
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.741, 2018 KEMENDAG. Ketentuan Impor Hasil Perikanan.  

 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 66 TAHUN 2018 

TENTANG 

KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan 

Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan 

Penolong Industri, serta untuk mendorong peningkatan 

daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha 

di bidang impor hasil perikanan, perlu mengatur 

ketentuan impor hasil perikanan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Perdagangan tentang Ketentuan Impor Hasil Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang  

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 

Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2006 

Nomor  93, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4661); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3817); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5360); 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5492); 

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

www.peraturan.go.id



2018, No.741 
-3- 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata 

Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan           

dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku         

dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara     

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                               

46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum 

Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1104); 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                            

48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di 

Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1006); 

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                              

70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal 

Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1516); 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor                             

08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 202); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

KETENTUAN IMPOR HASIL PERIKANAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk yang ditangani, 

diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa 

ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. 

2. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API 

adalah tanda pengenal sebagai importir. 

3. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya 

disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir 

produsen. 

4. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya 

disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir 

umum. 

5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan 

sebagai izin untuk melakukan impor Hasil Perikanan. 

6. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi 

penjelasan teknis mengenai Hasil Perikanan yang akan 

diimpor. 

7. Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan 

pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor. 

8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat 

otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran 

teknis barang Impor. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. 

 

Pasal 2 

(1) Hasil Perikanan yang dapat diimpor merupakan hasil 

perikanan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku industri, bahan penolong industri, dan selain 

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan bahan 

penolong industri. 

(2) Jenis Hasil Perikanan yang dibatasi impornya 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
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Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Rencana kebutuhan Hasil Perikanan asal impor ditentukan 

dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait 

yang diselenggarakan oleh kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi 

perekonomian. 

 

Pasal 4 

(1) Impor Hasil Perikanan untuk memenuhi kebutuhan 

bahan baku dan/atau bahan penolong industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)         

hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik          

API-P dan perusahaan pemilik API-U setelah mendapat 

Persetujuan Impor dari Menteri. 

(2) Impor Hasil Perikanan selain untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya 

dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, dan/atau badan usaha milik swasta 

setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. 

(3) Menteri dapat memberikan mandat penerbitan 

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal. 

 

Pasal 5 

(1) Untuk  mendapat Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan pemilik API-P harus 

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur 

Jenderal, dengan melampirkan hasil pindai (scan) asli: 

a. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis 

dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non 

kementerian/instansi yang membidangi usaha 

tersebut; 
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